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ABSTRACT 

 

Mochamad Nur Saefudin. 201720252007. Permasalahan Penangkapan Diduga Pelaku 

Terorisme Oleh Densus 88 Di Tinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003.  

The author's aim is to examine the problem of arresting suspected terrorist actors by 

Densus 88 in terms of Law No. 5 of 2018 concerning changes to Law No. 15 of 2003, is to 

describe the extent to which the implementation of criminal policy in dealing with criminal acts 

of terrorism that do not conflict with human rights. The crime of terrorism is an extra ordinary 

crime so that in its prevention it is necessary to make special rules (lex specialis).  

Problems that arise in the effort to force arrests carried out by Densus 88, very closely related to 

the factors conveyed according to Soerjono Soekanto, namely the legislation factor, law 

enforcement officials factor, facilities/facilities factor, community factor, and cultural factor. The 

law on criminal acts of terrorism, Law No. 15 of 2003 concerning the prevention of criminal acts 

of terrorism, was deemed irrelevant to the time so that the government carried out reforms with 

the enactment of a new law, namely Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 

of 2003. To minimize violations of the procedures for arresting suspected terrorists, there are 

several efforts made by the government, one of which is by reforming laws and enforcing the 

rule of law against officers who violate procedures. 

This type of research is a normative juridical law research with descriptive characteristics 

sourced from primary data and secondary data. Secondary data includes primary legal materials, 

secondary legal materials and tertiary materials collected by means of library research. Primary 

data obtained by means of interviews. The data is compiled in the form of a description and then 

analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories 

(doctrine) and legal principles and regulations relating to the subject matter. 

 

Keywords: Problem, suspect, arrest 
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ABSTRAK 

 

Mochamad Nur Saefudin. 201720252007. Permasalahan Penangkapan Diduga Pelaku 

Terorisme Oleh Densus 88 Di Tinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003.  

Tujuan penulis meneliti mengenai permasalahan penangkapan diduga pelaku terorisme 

oleh Densus 88 ditinjau dari UU No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2003, 

adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan kebijakan criminal  ( criminal policy ) 

dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang tidak bertentangan dengan hak asasi 

manusia. Kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga dalam 

penanggulangannya perlu dibuat aturan khusus (lex specialis).  

Permasalahan yang timbul dalam upaya paksa penangkapan yang di lakukan oleh Densus 88, 

sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang disampaikan menurut Soerjono Soekanto, yaitu 

faktor Perundang-uandangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilita, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Perundang-undangan tindak pidana terorisme UU No.15 

tahun 2003 tentang  penanggulangan tindak pidana terorisme, dianggap sudah tidak relevan 

dengan masanya sehingga pemerintah malakukan pembaharuan dengan disahkannya undang-

undang baru yaitu UU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15 tahun 2003. Untuk 

meminimalisir pelanggaran prosedur penangkapan terduga pelaku terorisme, ada beberapa usaha 

yang di lakukan pemerintah salah satunya dengan pembaharuan perundang-undangan, dan 

menegakan aturan hukum terhadap aparat yang  melakukan pelanggaran prosedur.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif 

yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. 

Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian 

dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori 

(doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 

Kata Kunci : Permasalahan, terduga, penangkapan 
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